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IMPOR TERUS DIKENDALIKAN 
 

 

 
Pemerintah terus berupaya mengendalikan impor untuk menekan defisit neraca 

perdagangan hingga akhir tahun. Sementara penurunan harga minyak mentah dunia 

diperkirakan akan membantu menurunkan defisit neraca perdagangan dari sektor 

minyak dan gas bumi. Kemudian Penurunan harga minyak mentah dinilai bakal 

menekan defisit neraca perdagangan. Impor barang konsumsi jadi perhatian meski 

stok sejumlah komoditas dinilai cukup bahkan surplus 

 

Hashtag Berita : 
#EksportImport #NeracaPerdagangan #MoneterKeuanganNegara #DefisitKeuangan 

#PelaksananProgramNasional #StabilitasEkonomiIndonesia #APBN #DuniaIndustri 
#KementerianPerdagangan #KesejahteraanMasyarakat #PertumbuhanEkonomiNasional  
 

 
 



MENARIK MINAT INVESTOR 
 

Total realisasi investasi penanaman modal 

dalam negeri dan penanaman modal asing pada 

Januari–September 2018 sebesar Rp 535,4 

triliun. Di sisi lain, sejak beberapa tahun lalu, 

pemerintah berupaya mempercepat 

penyebaran industri ke luar Jawa. Hal ini 

merupakan langkah mengurangi kesenjangan 

Jawa-luar Jawa. Kemudian Percepatan 

penyebaran pembangunan industri diperkuat 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kementerian 

Perindustrian menyatakan terus berupaya agar 

kawasan industri lebih menarik untuk investasi 

sektor industri. Salah satunya berupa 

pemberian insentif fiskal perpajakan yang lebih 

besar pada daerah-daerah potensial seperti 

Papua, Papua Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. 

Sejauh ini, eksekusi implementasi kebijakan 

proinvestasi yang dinilai masih kurang 

ditengarai berdampak pada realisasi 

penanaman modal di Indonesia. 

 

Hashtag Berita : 
#EksportImport #KesejahteraanMasyarakat 

#PMA #PMDN #MoneterKeuanganNegara 

#PertumbuhanEkonomiNasional #APBN 

#StabilitasEkonomiIndonesia #DuniaIndustri 

#KementerianPerdagangan #NeracaPerdagangan 

#KementerianPerindustrian #DevisaNegara 

#PelaksananProgramNasional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL YANG MENDORONG PEREKONOMIAN 

 

 

 

Pemerintah berencana menggulirkan lagi stimulus ekonomi berupa kebijakan insentif 

fiskal yang tujuan utamanya menarik investasi langsung. Beberapa insentif yang 

sedang dirumuskan antara lain penghapusan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di sektor properti. Di sektor 

keuangan juga sedang dikaji untuk instrumen insentif perpajakan dan perlu mendalami 

apakah kebijakan itu memang mendesak, diperlukan, dan dibutuhkan para pemangku 

kepentingan. Bertambahnya berbagai insentif fiskal itu secara langsung akan 

meningkatkan besaran tax expenditure (belanja pajak). Namun, apabila kebijakan itu 

tepat sasaran, tentu akan mendorong pergerakan dan tumbuhnya perekonomian. 

Belanja pajak adalah penerimaan perpajakan yang tidak terhimpun atau berkurang 

sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara 

umum, yang menyasar hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan 

tertentu. 

 

Hashtag Berita : 
#KesejahteraanMasyarakat #PMA #PMDN #KebijakanFiskal #MoneterKeuanganNegara 

#PertumbuhanEkonomiNasional #APBN #StabilitasEkonomiIndonesia #DuniaIndustri 

#NeracaPerdagangan #Perpajakan #DevisaNegara #PelaksananProgramNasional  



INDUSTRI KELAUTAN MESTI DIBENAHI 

 

Pemerintah melalui Kementerian 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas mengatakan, 

untuk menambal defisit transaksi 

berjalan, salah satu upaya yang 

dilakukan ialah dengan menggenjot 

ekspor, termasuk dari sektor kelautan. 

Di neraca perdagangan, migas memang 

bikin defisit, tapi kalau kita bisa ekspor 

(nonmigas, termasuk kelautan) lebih 

banyak lagi, defisitnya bisa tertutup. 

Kemudian Bappenas dalam rangka 

penyusunan Rancangan Teknokratik 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2020 - 2024 

mencontohkan Thailand yang neraca 

transaksi berjalannya surplus kendati 

mereka bukan merupakan negara 

penghasil minyak. Impor minyak yang 

besar itu mereka tutupi dengan ekspor 

lebih besar lagi.   

 

Hashtag Berita : 

#KementerianPPN/Bappenas #PMDN 

#EksportImport #NeracaPerdagangan 

#StabilitasEkonomiIndonesia #PMA 

#PertumbuhanEkonomiNasional #APBN 

#DuniaIndustri #KebijakanFiskal 

#MoneterKeuanganNegara #DevisaNegara 

#PelaksananProgramNasional 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETANI DAN NELAYAN INDONESIA MASUK KATEGORI 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala 

Bappenas, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok 

masyarakat miskin hingga saat ini masih ditempati oleh petani dan nelayan. "Kokdi 

tempat yang kita paling kaya secara alami, secara natural, pelakunya adalah orang 

miskin, orang yang tergolong kategori paling miskin di Indonesia. Kemudian dalam 

pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ini, berharap 

semua pemangku kebijakan, termasuk pelaku industri, dapat menuntun para petani dan 

nelayan mendorong produk yang dihasilkan dapat diolah menjadi barang lebih bernilai 

 

Hashtag Berita : 

#KementerianPPN/Bappenas #KesejahteraanMasyarakat #RPJMN #ProgramKemiskinan 

#PMDN #EksportImport #NeracaPerdagangan #StabilitasEkonomiIndonesia #PMA 

#PertumbuhanEkonomiNasional #APBN #DuniaIndustri #KebijakanFiskal 

#MoneterKeuanganNegara #DevisaNegara #PelaksananProgramNasional 

 

 

 


